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PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS MENCATAT JUMLAH BADAN USAHA 
MILIK DESA (BUMDES) DI KUDUS BERTAMBAH 

 
Sumber gambar :  

https://www.desabisa.com/hal-hal-yang-perlu-dihindari-dalam-mengelola-bumdes/ 
 

Isi Berita: 

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mencatat jumlah badan 

usaha milik desa (BUMDes) hingga Agustus 2023 bertambah dari sebelumnya pada 2022 

sebanyak 86 BUMDes kini menjadi 102 BUMDes. 

"Semua desa yang memiliki potensi usaha, memang didorong untuk membentuk 

BUMDes. Apalagi, pendaftarannya juga semakin dipermudah oleh Kementerian Desa 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi," kata Kepala Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Adi Sadhono di Kudus, Selasa. 

Ia mengakui jumlah desa yang membentuk BUMDes setiap tahunnya semakin 

bertambah. Pada tahun 2019 ada 32 BUMDes, kemudian tahun berikutnya bertambah 

menjadi 45 BUMDes, tahun 2021 menjadi 67 BUMDes dan tahun 2022 bertambah lagi 

menjadi 86 BUMDes. 

Dari puluhan BUMDes, tercatat ada delapan desa yang sudah mampu menyumbang 

pendapatan asli desa (PADes) dari sebelumnya hanya dua BUMDes. 

Jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes tersebut, berbeda-beda karena disesuaikan 

potensi lokal desanya. Misal, untuk BUMDes di Desa Gondosari bergerak di bidang 

usaha pengambilan sampah dari rumah-rumah warga, kemudian berkembang untuk 

mengolah sampah yang ditampung dari masyarakat menjadi lebih bermanfaat. 

Sementara di Desa Garung Lor, juga sama-sama melayani pengambilan sampah rumah 

tangga. Namun desa tersebut juga memiliki bidang usaha yang lain, seperti pengelolaan 

air bersih, parkir, penyewaan gedung yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai 

keperluan, serta layanan pembayaran PBB. 

Dari 102 BUMDes yang terbentuk saat ini, imbuh dia, berdasarkan Sistem Informasi Desa 

(SID) Kemendes yang sudah berbadan hukum sebanyak 74 BUMDes, sedangkan 22 
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BUMDes dalam proses pengurusan berbadan hukum dan enam BUMDes belum berbadan 

hukum. 

Dalam rangka meningkatkan perkembangan usaha di masing-masing desa yang sudah 

memiliki BUMDes, maka dilakukan pendataan dengan melakukan klasifikasi mulai dari 

dasar, tumbuh, berkembang, dan maju. Langkah selanjutnya melakukan revitalisasi 

kelembagaan dan usahanya. 

Sementara klasifikasi dan pemeringkatan berdasarkan Pergub Jateng Nomor 18/2018, 

dari 102 desa terdapat dua desa berstatus maju, desa berkembang ada tiga desa, tumbuh 

ada 24 desa, dasar ada 38 desa dan belum melakukan klasifikasi ada 35 desa. 

Berdasarkan Kemendes PDTT pada 2022, desa maju tercatat ada dua desa, berkembang 

15 desa, perintis ada satu desa, pemula ada 12 desa dan belum melakukan pemeringkatan 

71 desa.( Akhmad Nazaruddin) 

 

Sumber Berita : 

1. https://jateng.tribunnews.com/2023/01/27/kudus-kini-miliki-80-bumdes-tersebar-di-

7-kecamatan-58-sudah-berbadan-hukum, “Kudus Kini Miliki 80 BUMDes Tersebar 

di 7 Kecamatan, 58 Sudah Berbadan Hukum”, tanggal 27 Januari 2023 

2. https://infoplus.id/2023/05/12/jumlah-bumdes-di-kudus-yang-setor-pades-

bertambah-tiga-kali-lipat/, “Jumlah BUMDes di Kudus yang Setor PADes Bertambah 

Tiga Kali Lipat”, tanggal 12 Mei 2023 

3. https://jateng.antaranews.com/berita/505338/pemkab-catat-jumlah-bumdes-di-kudus-

bertambah, “Pemkab Catat Jumlah BUMDes di Kudus Bertambah”, tanggal 29 

Agustus 2023 

 

Catatan : 

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah 

diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  

a. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya 

disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau 

bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan 

investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan 

jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

b. Pasal 87  

1) ayat (1) menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa. 

2) ayat (4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk 

unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. 
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3) ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur 

dengan PeraturanPemerintah. 

2. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa 

a. ayat (1) menyatakan bahwa BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan 

Musyawarah Desa dan Pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

b. ayat (2) menyatakan bahwa BUM Desa bersama didirikan 2 (dua) Desa atau lebih 

berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan Pendiriannya ditetapkan dengan 

Peraturan Bersama Kepala Desa.  

c. ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

 

Catatan Akhir : 
1. BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu jenis badan usaha milik pemerintah 

selain BUMN dan BUMD. Seperti yang kita ketahui, pemerintah pusat ataupun daerah memiliki 
beberapa badan usaha yang berfungsi memberikan Pendapatan Asli Daerah atau PAD kepada negara 
dengan cara mengelola potensi yang tersedia.  
(BUMDes; Pengertian, Dasar Hukum, Ciri, Fungsi, Tujuan Beserta Jenisnya (jojonomic.com) 

2. Menurut pengertiannya, BUMDes merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah setempat dan 
memiliki badan hukum. Bisa dikatakan, BUMDes adalah suatu badan usaha yang seluruh atau 
sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang asalnya dari 
kekayaan desa itu sendiri. (BUMDes; Pengertian, Dasar Hukum, Ciri, Fungsi, Tujuan Beserta 
Jenisnya (jojonomic.com)) 

3. BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola 
usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa 
pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 
masyarakat Desa. 
(BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, Apa Fungsinya? (kompas.com)) 

4. PP 11 Tahun 2021 menyebutkan secara rinci mengenai fungsi pembentukan BUMDes. Dijelaskan, 
BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan: melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan 
usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa; melakukan 
kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan 
umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa; memperoleh keuntungan atau laba 
bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas 
sumber daya ekonomi masyarakat Desa; pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas 
Aset Desa; dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa. Dalam regulasi ini dijelaskan 
bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa 
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
(BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, Apa Fungsinya? Halaman all - Kompas.com) 
 

Disclaimer : 

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana 

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat 

suatu instansis 


